
  

BUPATI GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO 

NOMOK 24 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

(RENSTRA SKPD) TAHUN 2016-2021 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO, 

Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo Tahun 

2016-2021 relah ditetapkan melalui Peraturan Daerah 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daeran (RPJMD) Kabupaten Gorontalo 

Tahun 2016 - 2021: 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015, Rencana strategis Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) 

ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan, 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana 

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA 

SKPD) Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Gorontalo:



Mengingat . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822), 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nc nor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Ncmor 4286), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Nesaia (Lembaran Negara Republik 

indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perercanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Ncmor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): 

Unaang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Repuolik Indonesia Nomor 4438), 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700), 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234): 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 
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Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undarg Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang 

Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II 

Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147): 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tsntang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4815): 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

13. 

14. 

Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Perabangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817), 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Kageri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
S 

Keuangan Daerah:



  

Menetapkan 

-4. 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah: 

16. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Gorcntalo Tahun 2012-2017 (Lembaran 

Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 04, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 

02), 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 

Nomor 8): 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA 

STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

(RENSTRA SKPD) TAHUN 2016-2021 DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
N 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. 

2. 

Kabupaten adalah Kabupaten Gorontalo. 

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 

Gorontalo. 

Bupati adalah Bupati Gorontalo. 

Wakii Bupati adalah Wakil Bupati Gorontalo. 

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah 

dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 
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6. Rencana Kuija Pembarn:unan Daerah yang selanjutnya 

disingkat ksPD adalah dokumen perencanaan daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

BAB II 

PENGESAHAN 

Pasal 2 

Mengesahkan Rencana Straregis Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(RENSTRA SKPD) Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Gorontalo, sebagaimana tercantum dalam lampiran 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Rencana Strategis Satu: n Kerja Perangkat Daerah terbagi dalam 

3 (tiga) kelompok tabel sebagai berikut : 

Lampiran I : Tabell Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran. 

Lampiran II : Tabel II Indikator Kinerja yang Mengacu pada 

Tujuan dan Sasaran RPJMD 

Lampiran III : Tabel III Rencana Program, Kegiatan, Indikator 

Kineria, Kelompok Sasaran dan Pendanaan 

Indikatif 

Pasal 4 

Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 2 dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja 

Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan 

rancangan RKPD. 

BAB III 

MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 5 

Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 

Pengesahan Renstra SKPD melalui perangkat daerah yang 

membidangi perencanaan daerah. 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo. 
S 

Ditetapkan di Limboto 

pada tanggal 5 SeptTemgenr 2oil. 

LT 

9 — CEK RONTALO, £ 

OT 
NELSON POMPA 

   

    

        

  

Diundangkan di Limboto 

pada tanggal $ September 2016 . 

SEKRETARIS DAE UPATEN GORONTALO,     

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 24


